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PUTUSAN
Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA.Stn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rukin Bin Parto Suwadi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Jalan Komp. Pasar Lama Dobonsolo Rt.002 Rw. 002
Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon,
melawan
Muliati Binti Mudding, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Jalan Pos 7 Bawah, Rumah Kost Bapak Batara Rt.001 Rw. 002
Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober
2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA.Stn,
tanggal 22 Oktober 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Rukin bin Parto Suwadi) untuk menjatuhkan

talak terhadap Termohon (Muliati binti Mudding);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Subsider:
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, hakim pengadilan agama sentani akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
pada pokoknya, sebagaimana secara rinci termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara rinci dalam berita
acara sidang perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah pula mengajukan bukti-bukti di
persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, yang secara detail termuat
dalam berita acara sidang

Bahwa kedua belah pihak telah pula menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan
Termohon sedangkan Termohon dengan menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan
untuk berdamai. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah
memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon,
Termohon telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil-dalil
permohonan sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan
pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab Pemohon dan
Termohon pada prinsipnya keduanya saling mengakui sebagian dalilnya
masing-masing dan saling membantah terhadap dalil tersebut, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 283 Rbg;. Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon
Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang dapat dipertimbangkan
Ibih lanjuth;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan Pemohon dan
Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon
kedua saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan
sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh
karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
mengenai perselisihan dan pertengkaran fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
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Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 pada dasarnya menerangkan keterangan berdasarkan cerita adalah
fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de
auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat
materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Sentani, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
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talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Rukin bin Parto Suwadi) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Muliati binti Mudding) di depan sidang
Pengadilan Agama Sentani;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sentani untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Akbar Ali,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI dan Abdul Salam, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin,
S.Sos., S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Muhammad Nasir, S.HI Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp325.000,00
Redaksi Rp.5000,00
Meterai Rp.6000,00
Jumlah Rp286.000,00

( empat ratus lima

ribu rupiah)

agpODE
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